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Dana Bansos Potensial Dikorupsi

JAKARTA Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menemukan 10 potensi
korupsi dalam pengelolaan dana
bantuan sosial (bansos) di pemerintah

daerah (pemda).

Wakil Ketua KPK M Jasin men-
jelaskan, 10 masalah ditemu-
kan melalui kajian terhadap
kebijakan pengelolaan belan-

| jabansosdipemerintahdaerah

pada Januari-Maret 2011. Me-
nurut dia, temuan tersebut di-

‘bagi ke dalam dua aspek uta-

ma, yaitu regulasi (3 temuan)
dan tatalaksana (7 temuan).
Untuk temuan pada ling-
kup tata laksana terbagi pada
proses penganggaran (2 temu-
an), penyaluran (2 temuan),
serta pertanggungjawaban
dan pengawasan (3 temuan).
Berdasarkan hasil kajian KPK,

- tidak ada pedoman yang sera-

gam dalam pengelolaan dana
bansos seperti kriteria peneri-
ma dana, besaran dana yang di-
kucurkan, hingga tata cara
pengajuan dana.

Jasin mengatakan, peratur-
an Menteri Dalam Negeri (per-
mendagri) dan surat edaran
yang dibuat pemerintah dae-
rah juga tidak sinkron. “Misal-
nya, tentang tata cara peng-
ajuan bansos, di dalam aturan
Pemerintah Kabupaten Bogor
disebutkan, tapi diPemerintah
Provinsi Jawa Barat tidak dise-
butkan,” ungkap Jasin saat pe-
maparan kajian KPK menge-
nai dana bansos di ‘Gedung
KPK, Jakarta, kemarin.

Menurut Jasin,belanjaban-
sos merupakan bagian dari ke-
uangan daerah yang harus di-
kelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undang-
an, efektif, efisien, ekonomis,

' transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat.
Karena itu,ujarnya, penya-
luran bansos harus selektif de-
ngan menetapkan kriteria ke-
tat, proses penyaluran yang
transparan, dan pertanggung-
jawaban yang akuntabel. Menu-
rut dia, dalam tiga tahun ter-
akhir(2007-2010), pemerintah
telahmenganggarkanRp300,94
triliun untuk 'vansos. Dana ini
terdiri atas Rp48,46 triliun di

~ tingkat daerah dan Rp252,48

triliun di tingkat pusat.

“Untuk menghindari tin-
dak pidana korupsi, pengelola-
an dana bansos harus menge-
depankan. transparansi dan
akuntabilitas. KPK juga meni-
lai adanya kebutuhan yang
mendesak bagi Kementerian
Dalam Negeri.(Kemendagri)
untuk menyusun pedoman pe-
ngelolaan belanja bantuan so-
sial,” tegas Jasin.

JuruBicaraKPK JohanBudi
melaluisurat edaran yang dite-
rima SINDO menjelaskan, se-
lain dalamaspekregulasi, KPK
juga menemukan adanya keti-
daksinkronan antara kebijak-
anMendagridenganperaturan
Mendagri mengenai bansos.
Atashalitu,KPKmenyarankan
kepada Kemendagri agar me-
revisisurat edaran MenteriDa-
lamNegeriNomor 900/277 de-
ngan memperhatikan Permen-
dagriNomor 13 Tahun 1996.

Mengenai aspek tatalaksa-

SINDO/RATMAN SURATMAN

Ketua KPK Busyro Mugoddas (dua dari kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah (kanan) dan M Jasin (kiri) sesuai
menyerahkan buku laporan Kajian Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Daerah dan Penggunaan dana APBD untuk Klub

Sepakbola kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (tengah) dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andl Mallarangeng (dua dari klrl)
diJakarta kemarin.

na,KPKjugamenemukan tidak
adanya kebijakan yang jelas
dalam menetapkan pagu ang-
garan bansos. Pemberian ban-
sos tidak berdasarkan pada kri-
teria jelas yang mempertim-
bangkan keadilan. Sebab, tidak
semua pemdamemilikikriteria
penerima bansos. Johan men-
contohkan, Provinsi Jawa Barat
pernah memberikan bansosun-
tukmembiayaiwartawansenior
senilai Rp100 juta dan untuk
pembubaran Banwas.

Kedua hal itu, ujarnya, sebe-
narnyatidakmasuk dalamkrite-
ria penerima bansos. Selain itu,
dalam tata laksana pengang-
garan,tidaksemuaobjekbansos
dilengkapi perincian penerima-

nya.Menurut Johan, masih dite-
mukan laporan yang hanya me-
nyebutkan objek belanja tanpa
memerincinya. “Contohnya di
Jawa Barat, untuk kegiatan usa-
ha perikanan dan kelautan di-
anggarkan Rp6 miliar dan ada

untuk partai A Rp31 miliar,ada

juga listinguntuk Pak N sebesar
Rp616 juta. Namun tidak dije-
laskan penggunaannya untuk
apa,”’tegasnya.

Karena itu, KPK meminta
agar Mendagri menyusun pe-
doman pertanggungjawaban
ini. KPK jugameminta Kemen-
dagri menyempurnakan per-
aturan tentang pemakaian da-
na bansos. “KPK meminta Ke-
mendagri merancang rencana

tindak lanjut selama satu bu-
lan dan implementasi perbaik-
annya diberi waktu tiga bulan.
Secara berkala juga melapor
kepada KPK,”tegasnya.

Mendagri Gamawan Fauzi
menyambut baik hasil kajian
maupun temuan KPK dalam
pelaksanaanbansosini.“Tentu
saja, temuan KPK ini kami
sambut baik. Nantinya, kami
akan gandeng KPK untuk
bersama-sama menertibkan
dan merumuskan aturan ini.
Kami janji akan bahas lebih
dalam lagi bersama KPK,” te-
gas Gamawan.

Menurut Gamawan, dana
bansos sebenarnya sudah men-
jadi bagian dari objek peme-

riksaan Badan Pemeriksa Keu-
angan (BPK). Karena itu, jika
adapenyalahgunaan dalambe-
lanja dana bansos di daerah,
semestinya akan ada temuan
penyelewengan dalam ABBD
sehingga aparat penegak hu-
kum bisa mengusutnya. “Tiap
tahun, BPK melakukan peme-
riksaan soal dana bansosituke
daerah. Setelah diuji BPK, bisa
diketahui apakah bantuan itu
sampai atau tidak. Jika misal-
nya ditemukan manipulasi,
tentuakanmenjaditemuanpe-
nyelewengan dana APBD dan
aparat hukum bisa menindak-
lanjutinya,” jelasnya.
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